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MOTTO 

 

Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu dan boleh 

jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu.  

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 

 

~Al-Baqarah 216 

 

 

No matter what it is, it is going to be~ 
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ABSTRAK 

Penelitan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai tingkat kepatuhan Kenya terhadap standar 

internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF) dalam rangka 

pencegahan permasalahan global anti money laundering atau AML. Money laundering 

merupakan proses konversi ilegal yang melibatkan banyak pihak dan semakin kompleks 

seiring dengan berkembangnya sistem keuangan global. Money laundering masuk dalam 

tindak pidana pencucian uang yang perlu diatasi bersama. Studi ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan menganalisis regulasi yang berlaku di Kenya, laporan penilaian 

mutual evaluasi FATF, serta literatur terkait. Penelitian ini menggunakan konsep kepatuhan 

rezim dari Robert B. Mitchell, yang menilai kepatuhan negara terhadap rezim internasional 

melalui tiga dimensi, yaitu Output, Outcome dan Impact. Dimensi Output mencakup 

tindakan konkret yang dilakukan negara untuk mematuhi peraturan rezim. Sedangkan 

dimensi Outcome mengacu pada hasil konkret yang dicapai dari tindakan tersebut, seperti 

perubahan dalam kebijakan atau praktik negara dan Impact menilai dampak jangka panjang 

dari kepatuhan tersebut terhadap tujuan umum dan keberlanjutan rezim internasional yang 

bersangkutan.  Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif 

mengenai kekuatan dan kelemahan sistem anti-pencucian uang Kenya, serta memberikan 

rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. 

Kata kunci: Kebijakan Kriminal Anti Pencucian Uang; Pencucian Uang; Rekomendasi 

FATF; Kepatuhan; Tindak Pidana Pencucian Uang   
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ABSTRACT 

This study aims to examine Kenya's compliance with international standards set by the 

Financial Action Task Force (FATF) in preventing global money laundering (AML) issues. 

Money laundering is an illegal conversion process involving multiple parties and becoming 

increasingly complex as the global financial system evolves. Money laundering falls under 

the category of money laundering crimes that need to be addressed collectively. This study 

employs a qualitative approach by analyzing applicable regulations in Kenya, FATF mutual 

evaluation assessment reports, and related literature. The study utilizes Robert B. Mitchell's 

regime compliance concept, which assesses a country's compliance with an international 

regime through three dimensions: Output, Outcome, and Impact. The Output dimension 

encompasses concrete actions taken by a country to comply with regime rules. Meanwhile, 

the Outcome dimension refers to the concrete results achieved from such actions, such as 

changes in a country's policies or practices, and Impact assesses the long-term impact of 

compliance on the overall goals and sustainability of the relevant international regime. The 

research findings are expected to provide a comprehensive overview of the strengths and 

weaknesses of Kenya's anti-money laundering system, as well as offer recommendations for 

future improvements. 

Keywords: Anti-money laundering criminal policy; Money laundering; FATF 

recommendations; Compliance; Money laundering crime 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kenya merupakan negara di Afrika Timur yang terkenal dengan pemandangan dan suaka 

marga satwa yang luas. Terdapat pelabuhan bersejarah yang telah di gunakan selama 

berabad-abad di pesisir Samudra Hindia yang penting bagi barang-barang dari pedagang 

Arab dan Asia untuk memasuki benua ini (Kenneth Inngham, 2023). Ibu kota Kenya adalah 

Nairobi, sebuah kota luas yang dihuni oleh padat penduduk. Di kota ini banyak menampung 

pengungsi yang melarikan diri dari perang saudara dari negara tetangga, karena terdapat 

fasilitas yang cukup lengkap yang didukung oleh lingkungan yang lebih tua dan makmur. 

Keanekaragaman satwa liar serta panorama geografisnya menjadi kontributor perekonomian 

Kenya, yang menarik pengunjung Eropa dan Amerika.  

Kenya terdaftar dalam 10 (sepuluh) negara dengan perekonomian terbesar berdasarkan 

Produk Domestik Bruto (PDB) di Afrika sub-Sahara dan menjadi negara dengan 

perekonomian terbesar di Afrika bagian timur, dengan PDB sebesar 109 miliar USD pada 

tahun 2021. Menurut World bank Kenya naik dari status berpendapatan rendah menjadi 

menengah di tahun 2014, angka kemiskinan menurun antara tahun 2005 sebesar 46,8% dan 

pada tahun 2019 menjadi 33,4%. Menurut CEIC Data pada tahun 2023 PDB nominal Kenya 

dilaporkan naik sebesar 11.651% dari sebelumnya berjumlah 7.106% (CEIC Data, 2023). 

Lokasi yang strategis ini menjadikan Kenya sebagai pintu gerbang ke Afrika Timur dan 

memiliki koneksi baik ke seluruh dunia, Kenya juga menjadi pusat bisnis, perjalanan dan 

operasi bantuan regional yang besar. Keuntungan ini telah menjamin kelangsungan 

perekonomian Kenya, bahkan di tengah kesulitan domestik dan global.  
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Dibalik PDB yang besar itu, Kenya memiliki kelemahan yang serius dengan 

meningkatnya hubungan antara perdagangan narkoba, pencucian uang, dan terorisme 

internasional. Selain itu Kenya juga diidentifikasi sebagai lokasi yang rentan dalam 

terorisme. Terjadi pemboman kedutaan besar Amerika Serikat di Nairobi dari serangan Al 

Qaeda tahun 2002 di sebuah resor wisata di Mombasa.  Hal ini yang membuat Amerika 

Serikat mengkategorikan Kenya sebagai negara yang masuk dalam daftar pengawasan rutin 

terkait pencucian uang dalam pendanaan terorisme dari perdagangan narkoba dan korupsi 

atau “yurisdiksi utama pencucian uang”. Amerika Serikat terus menentang Kenya melalui 

komunitas internasional yang dipelopori untuk menerapkan undang-undang anti pencucian 

uang dan pendanaan terorisme spesifik, dengan hukuman yang berat untuk para 

pelanggarnya (Warutere, 2006).   

Banyak negara berkembang, termasuk Kenya, menghadapi tantangan signifikan dalam 

menghadapi masalah ini. Pencucian uang tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi lokal 

tetapi juga berpotensi melemahkan sistem keuangan global secara keseluruhan. Pencucian 

uang mengurangi transparansi dalam transaksi keuangan, yang berdampak pada menurunnya 

kepercayaan investor, menghambat investasi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. 

Dampaknya bersifat global, karena uang yang diperoleh secara ilegal dari suatu negara dapat 

menyebar tanpa pengawasan ke sistem keuangan internasional, merusak stabilitas negara 

lain, dan memicu krisis finansial. Cukup sulit untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan 

terorganisir global dan regional dalam tataran multilateral. Seperti narasi pada pernyataan di 

atas, Kenya menjadi salah satu negara yang rentan terhadap segala bentuk aliran keuangan 

gelap yang didukung kecerdikan warga lokal dalam mendistorsi pasar serta minimnya 

kesadaran pemerintah dalam aturan terkait (Kenya C. B., 2021).  
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Menurut artikel dari Pandora Papers Presiden Kenya periode 2013-2022 yaitu Uhuru 

Kenyatta, pada saat masa kepemimpinannya diberitakan terlibat kasus korupsi, dimana 

keluarga Kenyatta diduga memiliki aset bernilai jutaan dolar dan disembunyikan. Kenyatta 

juga mendapat kritik akibat tindakannya dalam melawan korupsi dan money laundering yang 

tidak memadai dan hanya dianggap sebagai retorika politik. Berlanjut hingga kini, Presiden 

Kenya terpilih William Ruto sempat dikaitkan dengan beberapa kasus pencucian uang dan 

korupsi selama bertahun-tahun, terutama selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden 

pada masa Kenyatta, desas-desus bahwa terjadi money laundering yang di lakukan oleh 

presiden Kenya William Ruto melibatkan banyak pihak, salah satunya seorang pengusaha 

Turki yang juga merupakan rekan dekatnya Harun Aydin. (Team, 2021) 

Pencucian uang mulai berkembang menjadi isu global pada tahun 1980  dan merupakan 

tindak kejahatan yang tidak mudah diketahui, para pelaku tindak pidana pencucian uang 

memainkan peran dengan rapi dan dilakukan dengan tahapan yang rumit. Terdapat banyak 

“jalan tikus” bagi pelaku kejahatan dengan menyembunyikan dan menyamarkan operasi 

kejahatan tersebut. Sektor informal dan korupsi memainkan peran penting dalam 

mempengaruhi upaya Kenya dalam menangani pencucian uang. Sektor informal mencakup 

sebagian besar ekonomi Kenya, sulit diawasi karena aktivitas keuangan di sektor ini sering 

tidak tercatat secara resmi, sehingga memungkinkan pencucian uang terjadi tanpa terdeteksi. 

Terdapat 3 (tiga) tahap dalam pencucian uang yaitu penempatan, pelapisan, dan 

integrasi. Tindak kejahatan pencucian uang mulai dipraktikkan para mafia di Amerika 

Serikat sejak periode awal abad ke-20 dan muncul ke permukaan setelah adanya insiden 

laporan Panama dan investigasi jurnalistik lainnya. Pencucian uang sendiri berasal dari 

istilah kegiatan para mafia untuk menghindari kewajiban membayar pajak atau tax vision 

dengan cara membeli laundromat atau perusahaan pencucian pakaian (ojk.go.id). Konsep 
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pencucian uang dipraktikkan ketika Al-Capone menggunakan “mesin cuci” untuk 

menyembunyikan hasil uang haram yang didapatnya dari penjualan bajakan, dengan sebuah 

proses di mana Al-Copane berusaha menyembunyikan asal atau sumber sebenarnya 

penghasilan dengan membuka suatu usaha.  

Pada tahun 1988 melalui konvensi Wina terdapat upaya pertama kali untuk 

mengriminalisasi pencucian uang melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan alasan 

utama untuk mencegah masuknya hasil kejahatan dalam perekonomian. Dalam catatan PBB, 

secara global setiap tahun, nominal uang hasil kejahatan yang dicuci setara dengan 2-5% 

PDB dunia atau sekitar $800 miliar hingga $2 triliun dicuci setiap tahunnya. Hal ini 

menunjukkan skala pencucian uang secara global dan dampaknya terhadap ekonomi.. 

Tindak pidana pencucian uang dilakukan mereka yang memiliki kedudukan dan 

pengetahuan tinggi dengan memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan keuntungan. 

Penerapan TPPU menjadi strategi utama dalam proses penegakan hukum yang perlu 

disempurnakan dalam rangka menjaga perekonomian (Korejo, 2021). 

Konvensi Wina di tahun 1988 mengenai United Nations Convention Against Illicit 

Traffic in Narcotic Drugs, and Psychotropic Substance, menjadi upaya pertama kali 

mempromosikan kerja sama internasional untuk memerangi pencucian uang dan dijadikan 

sebagai kunci utama melawan ancaman global tersebut. Setiap negara juga telah meratifikasi 

konvensi ini dan diwajibkan mengadopsi undang-undang domestik untuk menkriminalisasi 

tindakan pencucian uang. Selain itu terdapat upaya lain yang dilakukan yaitu membentuk 

satuan tugas khusus The Financial Action Task Force (FATF) atau satuan tugas aksi 

keuangan oleh negara anggota G7 di tahun 1989 dan berpusat di Paris (FATF-GAFI, n.d.). 

FATF bertugas sebagai pengawas pencucian uang dan pendanaan terorisme global. FATF 

memiliki standar internasional untuk badan antar pemerintah yang bertujuan mencegah 
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aktivitas ilegal yang akan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. FATF juga bekerja 

sebagai badan pembuat kebijakan yang berupaya untuk menghasilkan temuan politik guna 

mewujudkan reformasi legislatif dan menetapkan standar internasional untuk otoritas 

nasional dalam menangani dana gelap terkait perdagangan narkoba, perdagangan senjata 

gelap, penipuan dunia maya serta kejahatan serius lainnya. Lebih dari 200 negara dan 

yurisdiksi telah berkomitmen dalam menerapkan standar FATF sebagai bagian dari respons 

global untuk menjaga mencegah kejahatan terorganisir korupsi dan terorisme. 

Standar dan pedoman yang dikeluarkan oleh FATF telah diterima secara internasional 

dan menjadi rujukan global terkait kebijakan pencucian uang dan pencegahan pendanaan 

terorisme (APU/PPT). Pengaruh penting FATF dalam membentuk standar rezim anti APU 

PPT global terbukti melalui efektivitasnya sebagai pembuat standar dan pengawas 

implementasinya yang telah menghasilkan 40 rekomendasi terkait anti Money Laundering 

dan 9 (sembilan) rekomendasi khusus terkait Countering Financing Terrorism (CFT). 

Rekomendasi beserta penjelasan dan panduannya, memiliki dampak yang signifikan pada 

peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Rekomendasi FATF pertama kali 

dikeluarkan pada tahun 1990, yang kemudian direvisi pada tahun 1996, 2001, 2003 dan yang 

terbaru pada tahun 2018 untuk memastikan rekomendasi tersebut tetap mutakhir dan relevan, 

serta dapat diterapkan di seluruh dunia (Teichmann, 2019). 

Dalam Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Mutual 

Evaluation Report Kenya pada September 2022 menuliskan bahwa kewajiban FATF 

mengikat Kenya karena konstitusi mengakui perjanjian dan kewajiban internasional yang 

telah diratifikasi Kenya sebagai bagian dari undang-undang Kenya. Rezim APU/PPT di 

Kenya sebagian besar tertuang dalam undang-undang hasil kejahatan dan anti pencucian 

uang tahun 2009 (POCAMLA) yang dilengkapi dengan Peraturan Hasil Kejahatan dan Anti 
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Pencucian Uang tahun 2013 (ESAAMLG, 2022). Untuk mengawasi para anggota, FATF 

melakukan mutual evaluation secara periode.  

FATF memiliki sembilan organisasi regional yang dikenal sebagai FATF-Style Regional 

Bodies (FSRBs), yang bertindak sebagai mitra regional untuk membantu negara-negara di 

kawasan masing-masing yang secara tidak langsung bukan negara anggota FATF langsung 

dalam menerapkan standar FATF. FSRBs mengadaptasi rekomendasi FATF menjadi 

panduan yang sesuai dengan kebutuhan, risiko, dan konteks regional. Posisi Kenya sebagai 

bagian atau anggota dari Eastern Southern Africa Anti-Money Laundering Group 

(ESAAMLG) yang merupakan bagian dari kerangka regional FATF-Style Regional Body 

(FSRB), untuk negara-negara di Afrika Timur dan Selatan. Organisasi regional ini berfungsi 

untuk mendukung negara anggotanya dalam upaya membentuk dan memperkuat kerangka 

hukum dan kebijakan mengenai Anti-Money Laundering (AML) dan Countering the 

Financing of Terrorism (CFT) yang sesuai dengan standar FATF.  

Eastern Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) adalah Badan 

Regional yang mematuhi standar global untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan 

terorisme serta proliferasi. Beranggotakan 21 negara, Angola, Botswana, Burundi, Eritrea, 

Eswatini, Ethiopia, Kenya, dan lainnya. ESAAMLG memiliki tujuan untuk mengadopsi dan 

menerapkan 40 rekomendasi FATF, termasuk dalam anti pencucian uang pada semua jenis 

kejahatan dari semua hasil kejahatan berat, pendanaan terorisme dan proliferasi senjata 

pemusnah massal.dan langkah-langkah untuk memeranginya. ESAAMLG memiliki struktur 

organisasi yang jelas dan hierarkis, dirancang untuk memfasilitasi pengambilan keputusan 

kolektif dan koordinasi upaya dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme 

(AML/CFT) di kawasan.  
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Dalam ESAAMLG terdapat organ utama yang merupakan otoritas tertinggi dalam 

pengambilan keputusan strategis ESAAMLG. Dewan Menteri ini bertanggung jawab penuh 

untuk menetapkan arah dan kebijakan organisasi, program kerja, menetapkan prioritas, dan 

memberikan arahan strategis bagi seluruh kegiatan ESAAMLG. Dewan menteri terdiri dari 

perwakilan menteri dari setiap negara anggota, memastikan adanya representasi tingkat 

tinggi dari setiap negara. Selain itu terdapat Gugus tugas yang bertindak sebagai badan 

eksekutif ESAAMLG, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan Dewan dan 

pengelolaan operasional organisasi. Gugus Tugas terdiri dari pejabat senior pemerintah dari 

berbagai lembaga terkait AML/CFT di negara anggota. Membahas isu-isu teknis, menyusun 

laporan evaluasi, mengembangkan standar, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan 

dan fokus pada berbagai aspek AML/CFT, seperti evaluasi, risiko, dan pelatihan. Terakhir 

ada Komite Pengarah yang berperan sebagai penasihat Dewan dan Gugus Tugas dalam hal 

kebijakan. Komite pengarah terdiri dari para ahli dan pakar dalam bidang AML/CFT. Dapat 

disimpulkan ESAAMLG memiliki struktur organisasi yang solid dan mekanisme 

pengambilan keputusan yang efektif untuk memfasilitasi kerja sama regional dalam 

memerangi AML/CFT. Dengan melibatkan perwakilan dari tingkat menteri hingga pejabat 

teknis, ESAAMLG mampu menyatukan upaya berbagai negara anggota dalam mencapai 

tujuan bersama. Melalui alur Gugus Tugas terlebih dahulu yang melakukan analisis dan 

penyusunan laporan, lalu Komite memberikan masukan dan saran terhadap rekomendasi 

Gugus Tugas, kemudian Dewan Menteri membahas dan memutuskan rekomendasi yang 

diajukan oleh Gugus Tugas, serta menetapkan kebijakan strategis organisasi. 

Posisi Kenya sebagai bagian dari ESAAMLG dapat di lihat melalui Mutual 

Evaluation Review (MER) yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh FATF 

untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan rezim APU/PPT suatu jurisdiksi dapat tercapai 
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dengan baik terhadap 40 Rekomendasi. Fokus penilaian pada MER yakni pada penilaian 

tingkat kepatuhan suatu negara terhadap 40 Rekomendasi FATF (Technical Compliance) dan 

penilaian efektifitas. FATF memiliki 9 (sembilan) badan regional mengikuti Gaya FATF 

(FATF-Style Regional Bodies/FSRBs) yang bertujuan mendorong negara dalam kawasan 

tertentu untuk mengimplementasikan standar internasional FATF dalam pencegahan 

pencucian uang dan pembiayaan terorisme (OJK, 2016). Terdapat sembilan FSRBs selain 

Eastern Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) yang berpusat di 

Dares Salaam, Tanzania. Terdapat juga Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG, 

Central Africa Anti-Money Laundering Group (GABAC), dan Council of Europe Anti-Money 

Laundering Group (MONEYVAL) (dalam naungan Dewan Eropa/Council of Europe) dan 

terdapat FSRBs lainnya. 

Kepatuhan pada standar FATF sangat penting bagi Kenya untuk memastikan sistem 

keuangan yang aman dan transparan. Pencucian uang dapat menimbulkan risiko besar 

terhadap stabilitas keuangan Kenya karena kegiatan ini bisa merusak integritas lembaga 

keuangan, meningkatkan risiko kejahatan keuangan, dan melemahkan ekonomi nasional. 

Dengan mematuhi rekomendasi FATF, Kenya dapat menciptakan lingkungan keuangan yang 

lebih stabil, yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Sebagai 

bagian dari komunitas internasional dan anggota ESAAMLG, Kenya diharapkan untuk 

mematuhi standar FATF, yang telah diakui secara global sebagai panduan utama dalam 

pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kepatuhan ini menunjukkan 

komitmen Kenya terhadap keamanan global dan memungkinkannya bekerja sama dengan 

lembaga keuangan dan negara lain dalam memerangi kejahatan lintas batas. Selain itu anyak 

institusi keuangan global yang menggunakan kepatuhan terhadap FATF sebagai indikator 

dalam menilai risiko suatu negara. Kepatuhan ini memungkinkan Kenya untuk mendapatkan 
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akses yang lebih baik ke layanan keuangan global, menarik investasi asing, dan 

meningkatkan kepercayaan lembaga internasional dalam melakukan transaksi dengan 

lembaga keuangan di Kenya. 

Anggota FATF aktif terlibat dalam proses evaluasi bersama dalam kepatuhan terhadap 

standar dan FATF memimpin aksi global untuk mengatasi pencucian uang, terorisme dan 

pendanaan proliferasi, menetapkan standar internasional untuk meneliti cara yang dilakukan 

penjahat untuk mencuci uang tersebut untuk mendanai terorisme, serta mempromosikan 

standar global dalam memitigasi risiko, dan menilai apakah negara mengambil tindakan 

yang efektif. Setiap tahun terdapat 3 (tiga) kali pertemuan untuk meminta tanggung jawab 

negara atas standarisasi yang dilakukan oleh badan pengambil keputusan dan pleno yaitu 

FATF, jika suatu negara berulang kali gagal menerapkan standar FATF maka disebut sebagai 

yurisdiksi dalam peningkatan pemantauan atau yurisdiksi berisiko tinggi dapat juga disebut 

sebagai “daftar abu-abu dan hitam” (FATF GAFI, n.d.). Suatu negara yang masuk dalam 

daftar FATF diidentifikasikan memiliki kelemahan strategis dalam memerangi pencucian 

uang dan pencegahan pembiayaan terorisme. Terdapat konsekuensi bagi negara yang masuk 

dalam daftar abu-abu FATF seperti dampak ekonomi, reputasi internasional, dan tindakan 

pengawasan sanksi yang lebih ketat oleh FATF (Jonah Anderson, 2023). 

Dalam rekomendasi FATF yang telah di revisi ini mengharuskan negara untuk 

mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko dari TPPU, dengan menerapkan dan 

memahami pendekatan berbasis risiko atau Risk-Based Approach (RBA) dalam memitigasi 

risiko tindak kejahatan dengan cara mengidentifikasi melalui pemahaman mengenai 

National Risk Assessment (NRA) (Pavlidis, 2023). Kenya terikat dengan FATF secara 

konstitusi karena telah mengakui perjanjian dan kewajiban internasional yang telah di 

ratifikasi Kenya menjadi hasil kejahatan dan anti pencucian uang tahun 2009 Procees of 
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Crime and Anti-Money Laundering Act  (POCAMLA) yang mengatur pembentukan 

Financial Reporting Centre (FRC) atau pusat laporan keuangan sebagai pusat nasional untuk 

menerima, menganalisis, menyebarkan intelijen dan informasi keuangan serta pemelihara 

penerapan program AML di negara tersebut berdasarkan undang-undang. Meskipun Kenya 

memiliki afiliasi ESAAMLG dalam satuan tugas untuk masalah tindak pidana pencucian 

uang (Kenya Financial Reporting Centre FRC, 2023).  

 Adanya temuan saat pelaksanaan MER atau serangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh FATF Presiden Kenya pada 1 September 2023 mengesahkan amandemen anti pencucian 

uang dan pencegahan pembiayaan terorisme omnibus, memperkenalkan kepatuhan baru bagi 

perusahaan, cabang, kemitraan terbatas, dan LLP asing, yaitu Undang-undang nomor: 

“12B. (1) Sesuai dengan pasal 2A, 36A, 36B dan 36C dari Undang-undang 

Hasil Kejahatan dan Anti Pencucian Uang, tahun 2009, Otoritas akan mengatur, 

mengawasi dan menegakkan kepatuhan untuk anti pencucian uang, memerangi 

pendanaan terorisme dan melawan tujuan pendanaan proliferasi. Oleh semua 

lembaga pelapor yang diatur dan diawasi Otoritas dan yang berlaku ketentuan 

Hasil Tindak Pidana.” 

Undang-undang ini mengubah berbagai legislasi untuk memperkuat perang melawan 

pencucian uang di Kenya (Wright, 2023). Secara ekstensif memberikan pengungkapan 

kepemilikan yang menguntungkan untuk perusahaan lokal dan asing serta Limited Liabillity 

Partnership (LLP), dan memperkenalkan definisi dan persyaratan untuk pemilik yang 

menguntungkan, pengaturan calon, registrasi pemilik yang menguntungkan, direktur calon, 

dan mitra calon. Negara ini menghadapi risiko pencucian uang yang parah, termasuk korupsi 

dalam negeri, pembiayaan teroris, perdagangan ilegal, penggelapan pajak, dan 
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penyalahgunaan keuangan digital. Hal ini akan menyelaraskan rezim perizinan berdasarkan 

undang-undang dengan Standar Financial Action Task Force (FATF).  

Bank Sentral Kenya atau Central Bank Kenya (CBK) akan mengawasi lembaga 

keuangan dan agen lembaga pelapor. Amandemen tersebut telah memasukkan pencucian 

uang hasil korupsi ke dalam definisi “kejahatan ekonomi’’. Kenya telah dihimbau untuk 

memperkuat strateginya dalam melawan pencucian uang, karena menerima dugaan 72,2 

miliar dalam bentuk tunai dalam empat tahun hingga 2021 yang tidak dijelaskan secara 

memadai, menurut Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group 

(ESAAMLG) (Kenya G. o., 2023). Undang-undang kejahatan hasil kejahatan dan anti-

pencucian uang 2009, menciptakan kerangka hukum komprehensif untuk melawan 

kejahatan pencucian uang di Kenya dan untuk menyediakan identifikasi, pelacakan, 

pembekuan, penyitaan, dan penyerahan hasil kejahatan. Undang-undang ini berlaku untuk 

semua orang, baik individu maupun korporasi, dan untuk hasil dari setiap kegiatan kriminal. 

Financial Reporting Centre (FRC) atau Pusat Pelaporan Keuangan yang didirikan ini untuk 

membantu dalam identifikasi hasil kejahatan dan melawan pencucian uang (Kenya Financial 

Reporting Centre FRC, 2023).  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini 

yaitu untuk menganalisis upaya Kenya dalam memperkuat kepatuhan terhadap standar FATF 

dalam mengurangi praktik pencucian uang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis efektivitas langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Kenya, 

seperti penggunaan Financial Reporting Centre (FRC), perubahan amandemen mengenai 
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pencucian uang dan untuk mengidentifikasi tindakan praktik pencucian uang yang terjadi 

setelah ada amandemen baru dalam upaya pemerintah Kenya memerangi pencucian uang. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian pada kali ini terbagi menjadi dua, antara lain manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Adapun manfaat penelitiannya sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian mengenai “Analisis Kepatuhan Kenya Terhadap Legislasi Anti-

Pencucian Uang Dalam Pencegahan Money Laundering Oleh Financial Action Task Force (FATF)” 

diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran, yang berguna khususnya bagi peneliti dari jurusan 

ilmu hubungan internasional nantinya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu 

mahasiswa atau untuk kepentingan penelitian selanjutnya dalam mengkaji lebih dalam terkait 

bagaimana pengaruh  dari suatu rezim internasional pada suatu negara dan melihat langkah atau 

regulasi mengenai kebijakan yang diambil oleh suatu negara dalam hal ini Kenya dalam upaya 

penanganan money laundering (ML). 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktisi dibalik adanya penelitian ini adalah agar diharapkan nantinya 

mahasiswa, masyarakat, ataupun peneliti Hubungan Internasional dapat lebih memahami 

dan memperkaya pengetahuan mengenai bagaimana peranan dan mengkaji lebih dalam 

terkait manfaat serta regulasi mengenai perubahan konkret dalam undang-undang 

amandemen anti-pencucian uang yang pada umumnya berkaitan dengan pendanaan 

terorisme serta bermanfaat untuk mengetahui upaya pemberantasan pencucian uang di 

Kenya yang dapat dijadikan sumber data. 
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